KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR @ KPp430 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59
Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang
Inspektur Penerbangan diatur mengenai pelatihan wayib dan
On The Job Training (OJT) Inspektur Navigasi Penerbangan
bidang  Av  Traffic  Services, Communication Navigation
Survetliance, Aeronautical Information Services dan Procedure
of Air Navigation Services-Alrcrafl Qperation;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul &, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis
Pelatihan  dan  Pengembangan  Inspektur  Navigas
Penerbangan, dengan  Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara;

Mengingat - I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbanygan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4936},

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tabun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2012 tentang
Perusahaan Umum {Perum] Lembaga Penyelenggara Pelayanan
Navigasi Penerbangan Indonesia (Lerbaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2012 Nomeor 176);
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Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80
Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Escion |
Kementerian Negara scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
139 (Cunl Aviauon Safety Requlations Part 139) tentang
Bandar Udara {Aerodrome] sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Menters Perbubungan Nomor PM 74
Tahun 2013;

Peraturan Menten Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomar PM 68 Tahun 2013;

Peraturan Menten Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
170 (Civil Aviation Sofety Regulation Part 170} tentang Air
Traffic Rules;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
172 (Cwil Aviation Safety Regulation Part 172} tentang
Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Sipul (Afr
Tarffic Service Prowder);

. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 55 Tahun 2011

tentang Peraturan Keselarnatan Penerbangan Sipit Bagian
176 {Civil Aviation Safety Regulation Part 176} tentang
Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescug).

-Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipill Bagian
171 (Cwil Aviatton Safely Regulation Part 171) tentang
Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
(Aeronauiical Telecommunication Service Providen
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) tentang
Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedure
Deswgn);



Mene apkan -

13. Peraturan Mentern Perhubungan nomeor 9 Tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
174 (Civil Aviation Safety Regulation Part 174) tentang
Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical
Meteorclogical Information Services);

14, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
175 (Civil Avialion Safety Regulation Part 1735) tentang
Pelayanan Informas: Aeronautika {Aeronautical Information
Service).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN INSPEKTUR NAVIGAS]I PENERBANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur adalah Direktur Nawnigasi Penerbangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Perhubungan Udara.

3. Direktarat Navigasi Penerbangan adalah Direktorat yang
membidang navigasi penerbangan.

4, lInspektur Navigasi Penerbangan adalah personel yang
diben tugas, tanggung jawab dan hak sccara penuh
oleh  pejabal  yang berwenang untuk melakukan
pengawasan di bidang navigasi penerbangan.

S.  Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak
pesawal udara dan satu titik ke titik yang lain dengan
selamat dan lancar untuk menghindari bahaya danfatau
rintangan penerbangan.

6. On The Job Tramning (OJT) adalah pelatihan yang
dilakukan di lapangan cleh instruktur yang berwenang
yang bertujuan untuk memberikan  pengalaman
langsung dalam lingkungan kerja pada bidang tugasnya.

[



7. Inspektur OJT adalah inspektur navigas) penerbangan
yang sedang melakukan on the job training (OJT).

8. Calon nspektur adalah personel Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara yang sedang melakukan on the job
training (OJT).

9. Instruktur OJT adalah inspekiur navigasi penerbangan
yang telah menyelesaikan pelatihan OJT Instructor dan
ditunjuk oleh Direktur untuk memberikan asistensi dan
penilatan terhadap pelaksanaan OJT sesuai dengan
ketentuan peraturan ini.

10. Penyelenggara pelayanan adalah penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan, lembaga pendidikan dan pelatihan
navigasi penerbangan, penyelenggara kalibrasi fasilitas
navigasi penerbangan, penyelenggara pemeliharaan
peratatan elektronika penerbangan dan penyelenggara
lainnya yang lerkait dengan bidang navigas) penerbangan

BAB I

PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
INSPEKTUR NAVIGAS] PENERBANGAN

Pasal 2

Inspektur Navigas1 Penerbangan mempunyal bidang sebaga:

berikul ;

a hidang air traffic services (ATS},

b. bidang communication navigasi survediance (CNS),

¢ bidang ceronautical information services (AlS);

d. bidang procedure of air nawigalion services-aircrafl
operations [PANS-OPS).

Pasal 3
Ingpekilur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 memiliki jenjang ahl yang terdiri dar jenjang :
a. ahl pertama;

b.  ahli muda;
¢. ahl madya; dan
d ahl utama.

Pasal 4

Untuk meringkatkan dan mempertahankan kompetensi yang
dimiiiki, inspektur navigasi penerbangan harus mengikut
pelatihan dan pengembangan inspekuur navigasi
penerbangan.



Pasal o

(1) Tahapan pelatihan dan pengembangan inspektur navigas)
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
sebagal benkut ;

a. lulus diklat inspektur navigasi penerbangan sesual
dengan jenjang ahhinya;

b. mengikuti  pelatihan  wapb  inspektur  navigas
penerbangan sesuai dengan bidangnya;

¢. mengikuti On The Job Training (OJT) inspektur navigasi
penerbangan sesual dengan bidangnya; dan

d. lulus  asscssment Inspektur Navigast Penerbanpan
sesuai dengan jenjang ahlinva.

(2) Tahapan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berurutan.

Pasal &

{1) Direktur menyusun program pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan nspeklur navigasi penerbangan tahunar.

{2} Program pelaksanaan pelathan  dan  pengembangan
inspektur navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} disampaikan melalui surat pembenitahunan
kepada inspektur navigasi penerpangan  sekurang-
kurangnya 30 hari sebelum pelaksanaan pelathan dan
pengembangan dimaksud.

{3] Terkait dengan calon inspektur, pimpinan  unmt
menyampaikan usulan nama kepada Direktur guna
pelaksanaan pelatihan dan pengembangan inspekiur
navigas) penerbangan.

Pasal 7

{1} Inspektur navigasi penerbangan harus mengikuti pelatihan
wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b
yang terdiri dari !

a. Pelatthan utama; dan
b. Pelatihan penyegaran.

(2) Pelatihan utama sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
{1} hurul a terdir; darj
a. Pelatihan keinspekturan; dan
b. Pelatihan kompetensi.



(3) Pelatihan

keinspekturan sebagaimana dimaksud pada

pasal 7 avat {2) hurul a terdiri dart
l a. Jenjang ahli pertama terdiri dari -
' 1} Pelatihan pengawasan navigasi scsuai bidang;
2} Human factor;
3) Safety management system (SMSJ;
4y OJT instructur

b. Jenjang ahli muda terdiri dari :
1) Lead auditor training;
2) Safety investigation {raining.

{4) Pelatihan kompeiensi sebagaimana dimaksud pada pasal 7

ayat

(2)

hurufl b harus dikuti  inspektur navigas

penerbangan jenjang pertama, yang terdin dan .

. a. Inspektur navigasi penerbangan bidang air traffic

services [ATS) meliputi;
1) Untuk kompetensi pemandu lalu intas
pencrbangan, terdiri dari:

2

a)
D)
c)
d)

el

h

Aerodrome control tower,

Approach and area control procedural,

ICAO english language proficiency,

Communication Navigation Surveillance - Alr Traffic
Management (CNS ATM);

Approach conirol survetllance,

Performance  Based  Navigation  (PBN)  for
operalional.

Untuk kompetensi pemandu komunikasi
penerbangan, terdiri dari:

a)
b)

c)
d)
€}

)

Ground-ground radiotelephony (GGR};

Alr-ground /  Ground-ground  radiotelephony
(AGGGR);

Flight Data Officer (FDQ);

Aerodrome Flight Information (AFT);

En-route Flight Information (EFI},

Automatic  Message  Switching  Center /
Aeronautical Fixed Telecommunication Netwaork
(AMSC/AFTHNY,

ATS Message Handling System [ Aeronautical
Telecommunication Network (AMHS/ATN).



b. Inspektur navigasi pencrbangan bidang communication
navigation surveillance (CNS) terdiri dari -
1) Communication facilities tratrang;
2) Navigation facthties trainmng;
3} Surveillance facitties training;
4) Flight check inspection training.

c. Inspeklur navigasi penerbangan bidang aeronautical
information services {AlS) terdiri dari -
1) Aerodrome AIS specialist;
2) Aerodrome Reporting Office (ARO} Specialist,
3) NOTAM specialist,
4) AIS/MAP database specialist;
5] AIS/MAP publication spectalist;
6} AIS/MAP chartography specialist;
7] AlS/MAP management specialist,

d. Inspektur navigasi penerbangan bidang procedure of air
navigation services-aircraft operations (PANS-OPS) terdin
dan :

1) PANS-QPS conventional tratning;
2) PANS-QPS PBN.

(5) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (1) hurul b dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekah
pada setiap jenjang ahb

{6) Pelatihan penyegaran termasuk berisi materi teknolog
terkim pada setiap bidang navigasi penerbangan.

Pasal 8

Lembaga pendidikan dan pelatihan di wilayeh Indonesia yang
menyelenggarakan program peiatihan wajib inspektur Navigasi
Penerbangan harus mendapatkan persetujuan  Direktur
Jenderal.

Pasal 9

(1) Calon inspektur / inspektur navigasi pencrbangan yang
melakukan program pelatihan wa)ib harus mencalal dan
melaporkan kepada Direktur lerkait pelatihan yang telah
ditkut.



(2) Pembentahuan sebagaimana dimaksud pada avat {1}
meliputi sekurang-kurangnva -

a.

b

c.

Jenis pelatihan;

Tanggal pelaksanaan pelatihan;

Konfirmasi bahwa calon inspektur / inspekrur telah
melaksanakan pelatthan dengan hasil lulus (jika ada).

(3) Direktur  berkewajiban  untuk  memelibara  catatan
pelaksanaan pelatihan wajib scsual format pencatatan
nwayat pelathan wajib sebagaimana tercantum dalam
larmpiran | peraturan im

BAB Ll
ON THE JOB TRAINING (OJT)
Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan On  The Job Traming (0OJT)
sebagaimaaa dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huraf ¢, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

Penyampajan surat pembentahuan kepada Direktur
melalm pirdpinan  unit terkait, sekurang-kurangnya 7
(tujuh) hari sebelum pelaksanaan On The Job Training.
Pelaksanaan On The Job Trawing {OJT} sesual dengan
tugas pada masing-masing bidang dan jenjang ahli
inspektur navigast penerbangan.

On The Job Training dilaksanakan bersamaan dengan

kegiatan pengawasan atau pengendalian bidang navigasi

penerbangan;

Instruktur OJT melaksanakan asistensi dan ¢valuasi

pelaksanaan On The Job Training [OJT) sesuai dengan

bidang tugas dan kewenangannya,

On the job training (OJT) dilaksanakan dalam 2 (dua)

tahap, yaitu sebagai berikut -

1) Tahap | OJT, dimana calon inspektur/Inspekiur OJT
mengamati (observasy) pelaksanaan kegralan
pengawasan/pengendalian,

2) Tahap [T OJT, dimana calon inspektur/Inspektur OJT
melaksanakan kegiatan pengawasan/ pengendalian.
Penyampajan hasil penilaian pelaksanaan On The Job
Training kepada Dirckrur melalul pimpinan unit terkait
selaurang-kurangnya 7 {twuh) hari setelah pelaksanaan

On The Job Training.



Pasal 11

Pelaksanaan on the job training {OJT) sebagaimana dimaksud
pada pasal 10 hurul b mengacu pada tugas dan wewenang
inspektur navigasi pcnerbangan sesual dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Instruktur on the job training (OJT) sebagairnana dimaksud
dalam pasal 10 huruf d ditunjuk oleh Direktur untuk
memberikan asistensi  dan  penilaian  kepada calon
inspektur/Inspektur on the job training (OJT}.

{2) Pemlaian pelzksanaan (OJT) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Tahap 1 on the job training (OJT}
Pada tahap ini calon inspcktur / Inspektur OJT harus
mampu memabami dan menjelaskan langkah-langkab
pelaksanaan pengawasan  sesual dengan idang
tugasnya, formatl penilaian tahap 1 on the job trauning
(OJT) sebagaimana tercanturn pada Jampiran [J.

L. Tahap 1] on the job training (OJT)
Pada tahap 1ni calon inspektur / Inspektur OJT harus
mampu melaksanakan langkah-langkah pengawasan
sesual dengan bidang tugasnya, format pentlaian tahap
il on the job training (OJT)) sebagaimana tercantum
pada lampiran 111

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayal {2) harus
dengan persetujuan ketua tim pengawasan.

Pasal 13

Kriteria penilaian pelaksanaan OJT sebagaimana dimaksud
pada pasal 12 ayat (2) terdiri dari:
a. memenuhi,
b. tidak memenuhi.
Pasal id

Calon inspektur / Inspekiur on the job training (OJT)
dinyatakan memenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13
huruf a, apabila memperoleh nilar sekurang-kurangnya 80
{delapan puluh) persentase dari item penilaian.



Pasal 15

Apabila calon inspektur / Inspekeur on the job training (OJT)
tidak memenuh: persentase minimal penilaian pelaksanaan
on the job (raining (QJT), calon inspektur / laspektur on the
job training {OJT} dapat mengajukan kembali untuk
melaksanakan on the job trawving {OJT).

Pasal 16

(1) Calon inspekiur / Inspektur on the job training {OJT} harus
mencatat dan memberitahukan kepada Direktur mengenat
pclaksanaan on the job {raiung (OJT) yang diikuti sekurang-
kurangnya 14 {empat belas) hari setelah pelaksanaan on the
Jjob training (QOJT).

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi sekurang-kurangnya :

a. Jenis pengawasan on the job trainuing (OJT);

b, Tanggal pelaksanaan on the job tralning (OJT);

¢. Tahapan on the job trarrung {OJT) yang dilaksanakan,

d. Konfirmasi bahwa calon inspektur / inspektur on the job
raining (OJT} telah melaksanakan on the job training
(QJT) dengan hasil memenuhi.

(3) Direktur  berkewajiban  untuk  memclihara  catatan
pelaksanaan on the job training (OJT) sesual format riwayal
pencatatan  pelaksanaan on  the job traiung  (OJT)
sebagaimana tercantum dalarn lampiran 1V peraturan ini.

BAB V|
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Inspektur MNavigasi  Penerbangan harus menyesuaikan
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini pahng
tambat 3 (uga) tahun.

Pasal 18
Inspektur navigasi penerbangan yang telah ditunjuk dan
disahkan sebelum peraturan ini  ditetapkan, dilakukan

pemubthan (grandfathering) paling lambat 1 (satu) tabhun sejak
ditetapkannya peraturan ini.

10



BabB VIl
PENUTUP

Pasal 19

Dueklur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanazn
Peraturan ini dan melaporkan kepada Direktur Jenderal

Pasal 20

Pada saat Peraluran Direkiur Jenderal ini mulai berlakuy,
Peraturan Direktur Jenderal nomor KP 237 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis lospekiur Navigasi Penerbangan (Staff
Instruction of Air Nangation Inspector}, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku

Ditetapkan di Jakaria
Pada tanggal S JUNI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ted

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada .

). Mentert Perhubungan

9 Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di hingkungan
Kementerian Perhubungan;

3 Para Dircktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara:

4. Para KepalaOtoritas Bandar Udara,

S Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Digen Perhubungan Udara:

6 Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangaa;
Kepala Balai Teknik Penerbangan;
8. Direktur Utama Perum LPPNFI.

=
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